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Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif 

 

Yuanita Indriani 

 

Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah   

memberikan batasan mengenai pelaku usaha di Indonesia yang didasarkan pada kekayaan 

bersih dan hasil penjualan dari kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh pelaku usaha. 

Dengan demikian Koperasi sebagai badan usaha, jika diukur dari kekayaan bersih dan hasil 

penjualannya setiap tahun dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro, usaha kecil atau 

usaha menengah. Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 juga menegaskan bahwa 

pelaku UMKM menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 

perekonomian nasional berdasar demokrasi ekonomi yang berkeadilan.  

Data statistik menunjukkan bahwa peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian 

nasional, salah satunya ditunjukkan oleh kontribusi Koperasi dan UMKM pada GDP,  

hanya sekitar 4 persen dari total GDP Indonesia. Di lain pihak jumlah pelaku UMKM 

adalah 99,9 persen dari total pelaku usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa (1) pelaku usaha 

cenderung mikro, dan usaha yang dijalankan pun memiliki skala usaha mikro; (2) tidak 

terjadi integrasi usaha antar pelaku; (3) usaha yang dijalankan tidak efisien; (4) usaha yang 

dijalankan tidak berkelanjutan dan berumur pendek. 

Penegasan mengenai peran penting Koperasi dan UMKM dalam pengembangan 

ekonomi nasional diperkuat landasannya melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, dalam Undang-Undang ini Koperasi dan UMKM ditempatkan sebagai 

salah satu elemen pembangunan yang strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat, 

dan oleh karenanya peran penting koperasi tersebut lebih ditegaskan dan diperkuat dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan 

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Koperasi diharapkan dapat memainkan perannya 

sebagai dinamisator dan katalisator pemerataan pembangunan nasional. 

BPS Indonesia menunjukkan angka ketimpangan pendapatan penduduk dengan Gini 

Ratio Indonesia pada bulan September 2021  sebesar 0,384, angka ini hampir mendekati 

tingkat ketimpangan sedang, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan penduduk 

Indonesia termasuk kategori rendah menuju sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pendapatan penduduk Indonesia memiliki rentang yang cukup panjang, dinamisator dan 

katalisator pemerataan pembangunan, baik di perdesaan maupun di perkotaan belum dapat 

menjalankan fungsi dan perannya secara optimal. Koperasi belum dapat menjalankan 

fungsi dan perannya dengan baik, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia 

masih relatif sama dari tahun ke tahun. 

 

Fokus Pembangunan Nasional dan Akses Masyarakat pada Program Pembangunan 

Fokus pembangunan nasional tahun 2022 ditunjukkan oleh alokasi APBN yang 

tujuan utamanya adalah untuk peningkatan fungsi dan peran perlindungan masyarakat, 

yaitu peningkatan kualitas SDM Indonesia yang dilakukan melalui peningkatan layanan 
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kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Selain peningkatan infrastruktur pelayanan 

dasar, dalam upaya meningkatkan kegiatan produktif masyarakat dan menciptakan 

konektivitas yang semakin baik melalui penyiapan infrastruktur Information and 

Communication Technologies (ICT). 

Ketahanan pangan dan pariwisata merupakan program prioritas pada tahun 2021, 

yang diangkat kembali pada tahun 2022, termasuk upaya meningkatkan stabilitas nasional, 

menjamin kepastian ekonomi dan keamanan negara melalui optimalisasi pertahanan 

keamanan.  Transfer ke daerah dan dana desa difokuskan untuk perkuatan kualitas 

desentralisasi fiskal dan upaya untuk mendukung kinerja daerah, pengentasan kemiskinan, 

meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menanggulangi serta mencegah ketimpangan pembangunan perdesaan. 

Fokus pembangunan nasional lebih mempertegas bahwa berbagai upaya telah 

ditempuh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, namun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini 

mengindikasikan ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat diduga 

bahwa salah satu penyebabnya adalah belum berfungsinya kelembagaan ekonomi di 

perdesaan dan di perkotaan yang mampu menjadi dinamisator dan katalisator pemerataan 

pembangunan. Infrastruktur yang dibangun masih dinikmati oleh orang-orang yang telah 

memiliki akses pada berbagai sumber, baik informasi maupun jejaring usaha, sehingga 

petani dan nelayan yang merupakan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk 

perdesaan belum menikmati hasil pembangunan, dan mereka hanya berperan sebagai 

produsen yang tidak menikmati keuntungan dari hasil usaha-taninya.  

Dampak yang ditimbulkan dari ketidak-berdayaan sebagian besar masyarakat desa 

adalah rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan dan juga rendahnya 

tingkat kesehatan masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat salah satunya ditunjukkan oleh 

tingginya angka stunting di Indonesia pada tahun 2022, mencapai angka 24,4 persen, 

menempati urutan ke-115 dari 151 negara di dunia. Selain juga menempati urutan ke dua 

setelah India yang merupakan negara dengan prevalensi kekerdilan. 

Kementerian Investasi/BKPM menegaskan bahwa iklim investasi di Indonesia bagi 

investor asing maupun domestik sangat baik, yang dicirikan oleh indikator (1) kekayaan 

sumber daya alam; (2) keragaan demografis; (3) iklim perekonomian dan investasi yang 

baik; (4) stabilitas politik baik; (5) peran global Indonesia yang sangat baik, termasuk 

keterlibatan Indonesia dalam G20. Berbagai hal tersebut menjadi ‘pull factors’ bagi 

investor asing, yang berdampak pada pesatnya laju pembangunan di Indonesia.  

Jika laju pembangunan Indonesia dikaitkan dengan keragaan penduduk yang 

ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia Indonesia yang hanya mencapai angka 

72,29 pada tahun 2021, dan jika digunakan standar UNDP angka ini termasuk kriteria 

tinggi dan masih memiliki potensi untuk ditingkatkan hingga mencapai angka lebih dari 80 

yang merupakan kriteria terendah dari kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

meski masyarakat telah dapat mengakses berbagai hasil pembangunan dalam rangka 

memperoleh pendapatan, layanan kesehatan, pendidikan serta berbagai kebutuhan dasar 

lainnya masih terdapat kendala untuk masyarakat dalam mengakses atau terlibat dalam 

berbagai program pembangunan. 

Kenyataan yang menunjukkan bahwa masih rendahnya indeks pembangunan 

manusia dan masih adanya kendala bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program 
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pembangunan, mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan masih cenderung 

bersifat eksklusif. Upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

masyarakat  salah satunya dilakukan dengan meningkatkan peran serta dan akses 

masyarakat pada berbagai program pembangunan, dengan menerapkan pola pembangunan 

yang lebih bersifat inklusif, dan menyebabkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam 

berbagai program pembangunan.  

 

Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Pembangunan ekonomi inklusif adalah sebuah model pembangunan ekonomi 

masyarakat yang diciptakan agar terjadinya akses dan kesempatan yang luas bagi 

masyarakat untuk dapat mengakses pembangunan secara berkeadilan. Pembangunan 

ekonomi inklusif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya 

mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, yang ditunjukkan oleh 

Indeks Gini. 

Data BPS menunjukkan Gini Rataio yang masih tinggi dan IPM masyarakat 

Indonesia masih rendah dan memiliki potensi yang tinggi untuk diperbaiki salah satunya 

dengan melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun 

para investor. Hal ini sejalan dengan data Kementerian Investasi/BKPM yang 

menunjukkan bahwa peluang dan daya tarik investasi di Indonesia bagi para investor asing 

dan domestik sangat tinggi. Jika data BPS dihubungkan dengan data Kementerian 

Investasi/BKPM, maka untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

Indonesia yang ditunjukkan oleh angka IPM memerlukan strategi khusus agar 

pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan taraf 

hidup masyarakat. Pola pembangunan yang dapat diterapkan adalah pola pembangunan 

inklusif, yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses dan berperan aktif pada proses 

pembangunan. 

Program pembangunan inklusif yang dilakukan pada sektor pariwisata dapat 

dijadikan salah satu contoh untuk menunjukkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat 

pada program pembangunan sektor pariwisata, masyarakat lokal berperan sebagai tenaga 

kerja ataupun sebagai wirausaha, sebagaimana gambaran berikut: 

(1) Peran masyarakat sebagai tenaga kerja, dapat dipilah menjadi  

a) tenaga kerja dengan keahlian (skilled labor) di antaranya adalah menjadi penyedia 

jasa pemeliharaan dan service, pengemudi atau operator kendaraan berat, 

manajemen kantor, pelaku atraksi wisata dan jasa lain yang memerlukan keahlian 

khusus, dan  

b) tenaga kerja tanpa keahlian khusus (unskilled labor) di antaranya yang terkait 

dengan penyediaan jasa perparkiran, pemeliharaan kebun, buruh bangunan, dan 

berbagai jasa lain yang tidak memerlukan keahlian khusus, cukup mendapatkan 

arahan atau latihan jangka pendek; 

(2) Peran masyarakat sebagai wirausaha, di antaranya adalah pelaku usaha penyedia 

homestay, perajin cindera mata dan kain tenun khas daerah, kantin dan café atau 

restoran, rental mobil, penyedia perlengkapan khusus selam dan wisata bahari, serta 
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wirausaha bidang lainnya yang relevan dengan pembangunan pariwisata yang 

dilakukan di wilayah yang bersangkutan. 

Uraian mengenai peran serta masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan 

bahwa untuk dapat akses pada program pembangunan, masyarakat perlu dipersiapkan 

terlebih dahulu, karena bagaimana pun program pembangunan memerlukan SDM yang 

kompeten sesuai dengan bidang pekerjaannya. Hasil penelitian pembangunan inklusi di 

wilayah Provinsi Papua (2018) menunjukkan bahwa agar masyarakat lokal dapat berperan 

aktif pada pembangunan, dilakukan berbagai persiapan dalam upaya memenuhi SDM 

dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.  

Upaya untuk menyiapkan SDM lokal agar mau dan mampu berkontribusi pada 

pembangunan, yang pada akhirnya diharapkan dapat menikmati pembangunan dan hasil 

pembangunan di lokasi di mana mereka berasal perlu dukungan kebijakan dan berbagai 

stimulus. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Kemudahan 

dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

menciptakan pembangunan inklusi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki 

kewenangan untuk menetapkan alokasi peran masyarakat dalam pembangunan melalui 

kebijakan yang mengkhususkan bidang usaha tertentu hanya dapat dilakukan oleh Koperasi 

dan adanya ketentuan agar para pelaku UMKM diberi tempat khusus untuk dapat berusaha 

pada tempat-tempat tertentu yang menjadi bagian dari kegiatan pembangunan.  

Stimulus yang dilakukan untuk menyiapkan masyarakat agar mau dan mampu 

berperan aktif pada program pembangunan, di antaranya adalah melalui program 

pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, sertifikasi produk dan SDM, dukungan kemasan 

produk, pemagangan, pendampingan hingga fasilitasi modal usaha dan akses. Upaya lain 

yang dilakukan adalah melalui peningkatan skala ekonomi dan posisi tawar pelaku usaha 

dan penyedia tenaga kerja melalui koperasi. Hal ini dilakukan dengan latar belakang 

pemikiran bahwa para penyedia jasa (apakah sebagai pemandu wisata, fotografer, 

pengemudi, pemandu hutan wisata, penyedia atraksi dan lainnya) dan para pengusaha perlu 

penguatan daya saing, yang hanya dapat dilakukan jika ada peran badan usaha, dalam hal 

ini sebuah badan usaha yang dimiliki oleh mereka secara bersama-sama untuk mewujudkan 

tujuan bersama, yaitu Koperasi. 

Peran koperasi dalam pembangunan inklusif menjadi sangat strategis, karena 

koperasi dapat memainkan perannya sebagai (1) katalisator, (2) dinamisator, (3) fasilitator, 

(4) koordinator, (5) regulator, (6) educator; (7) pemodal; (8) pengarah maupun peran lain 

yang diperlukan anggotanya. Fungsi koperasi dalam pembangunan inklusif adalah sebagai 

pengungkit daya saing anggotanya, agar usaha anggota berdaya saing tinggi dan 

berkelanjutan. 

 

Peran dan Fungsi Koperasi pada Pembangunan Inklusif 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, memberikan 

definisi tentang koperasi, yang mengandung makna bahwa koperasi adalah (1) badan 

usaha; (2) anggota koperasi adalah orang seorang atau badan hukum koperasi; (3) tujuan 

pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat; 

(4) landasan kegiatan koperasi adalah prinsip koperasi; (5) koperasi merupakan gerakan 

ekonomi masyarakat.  Koperasi memiliki keunikan jika dibandingkan dengan badan usaha 
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lain bukan koperasi, yaitu bahwa pemilik dan pengguna koperasi adalah anggota koperasi 

itu sendiri, dalam hal ini anggota memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pemilik 

sekaligus sebagai pengguna layanan usaha koperasi. Jika keunikan koperasi ini dikaitkan 

dengan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi inklusif, yaitu sebagai tenaga kerja 

dan/atau sebagai wirausaha, maka jika mereka menjadi anggota koperasi, maka koperasi 

dituntut untuk dapat memainkan perannya dalam: 

(1) Meningkatkan keterampilan dan keahlian teknis para tenaga kerja, melalui pendidikan, 

pelatihan, pemagangan atau kegiatan lain yang dianggap relevan; dan  

(2) Meningkatkan kemampuan dan keberlangsungan usaha anggota yang terkait dengan 

program pembangunan. Koperasi dapat berperan sebagai supplier bahan baku kegiatan 

ekonomi produktif anggota; pemasar berbagai produk yang dihasilkan anggota; 

penyedia modal usaha melalui kegiatan usaha simpan pinjam, dapat juga berperan 

sebagai penyedia kerja bagi anggotanya, dalam hal ini koperasi mengembangkan usaha 

jasa (servis, pertukangan, kelistrikan, pengangkutan, bongkar muat dan jasa lain yang 

relevan). 

Peran koperasi dalam pembangunan inklusif dapat diilustrasikan pada gambar berikut: 

Tenaga Kerja

Wirausaha

Pertukangan 

dan Bengkel

Kerajinan Transportasi

Konstruksi

Wisata
Kuliner Aktivitas Lain

Koperasi

 

Gambar 1. Peran Koperasi Dalam Pembangunan Inklusif 

 

Fungsi koperasi pada pembangunan inklusif adalah sebagai pengungkit 

kesejahteraan anggota yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan, tingkat 

pendidikan dan kesehatan masyarakat setelah berkoperasi, jika dibandingkan dengan 

sebelum berkoperasi. Peningkatan pendapatan anggota koperasi harus diciptakan koperasi 

melalui berbagai cara, di antaranya adalah dengan memberikan manfaat ekonomi langsung, 

berupa perbedaan harga koperasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan harga pesaing 

koperasi; maupun manfaat ekonomi tidak langsung berupa pemberian Sisa Hasil Usaha 

(SHU) koperasi kepada anggota yang besarnya disesuaikan dengan kontribusi masing-
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masing anggota pada koperasinya. Manfaat ekonomi yang dapat diberikan koperasi bagi 

anggotanya merupakan indikator efektivitas layanan usaha koperasi kepada anggotanya.  

Indikator lain dari fungsi koperasi sebagai pengungkit kesejahteraan anggota adalah 

melalui peningkatan tingkat kesehatan dan pendidikan anggota beserta anggota 

keluarganya, yang dilakukan koperasi melalui pemberian manfaat sosial koperasi bagi 

anggotanya. Berbagai bentuk manfaat sosial koperasi bagi anggota bervariasi pada setiap 

koperasi, pada umumnya diberikan dalam bentuk berbagai tunjangan sosial berupa 

tunjangan pendidikan dan pemberian beasiswa pendidikan bagi anak anggota, dan 

pemberian tunjangan kesehatan bagi anggota beserta keluarganya. 

Gambaran mengenai fungsi dan peran strategis koperasi pada pembangunan inklusif 

searah dengan tiga pilar pembangunan ekonomi inklusif yang ditetapkan Kementerian 

PPN/Bappenas, terdiri atas: 

1. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian;  

Indeks pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia pada 2021 adalah 

5,29 dengan kisaran angka tertinggi yaitu 7,58 (Provinsi DKI) dan terendah adalah 3,71 

(provinsi Papua). Indeks pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia 

berada pada kisaran 4 – 7 dari skala 1 – 10 yang mengandung makna bahwa 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk kriteria 

memuaskan. Indeks pertumbuhan dan perkembangan perekonomian ini, merupakan 

agregat dari subpilar:  

1) Indeks Pertumbuhan Ekonomi (IPE) sebesar 4,07;  

2) Indeks Kesempatan Kerja (IKK) sebesar 5,82 dan  

3) Indeks Infrastruktur Ekonomi (IIE) sebesar 6,24. 

 

2. Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan; 

Indeks Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia pada 2021 

adalah sebesar 6,57 dengan kisaran angka tertinggi 8,34 (provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung) dan terendah adalah 3,81 (provinsi Papua). Capaian angka 6,57 termasuk 

kriteria memuaskan. Indeks Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan ini 

merupakan agregat dari subpilar:  

1) Indeks Ketimpangan (IK1) sebesar 5,89 dan  

2) Indeks Kemiskinan (IK 2) 7,89. 

 

3. Perluasan Akses dan Kesempatan; 

Indeks perluasan akses dan kesempatan Indonesia pada 2021 mencapai 7,06 dengan 

kisaran angka tertinggi 9,37 (provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan terendah 

adalah 5,58 (provinsi Papua). Capaian angka 7,06  termasuk kriteria memuaskan. 

Indeks perluasan akses dan kesempatan merupakan agregat dari subpilar: 

1) Indeks Kapasitas Manusia (IKM) mencapai angka 6,35;  

2) Infrastruktur Dasar (IID) mencapai angka 9,33; dan  
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3) Indeks Keuangan Inklusif sebesar 5,93. 

Angka capaian pada berbagai pilar dan subpilar perekonomian inklusif menunjukkan 

belum optimal dan masih dapat ditingkatkan hingga mencapai kriteria sangat memuaskan, 

yang mengandung makna bahwa pilar-pilar tersebut belum cukup kokoh dan kuat untuk 

dijadikan penopang, oleh karenanya masih terus harus diperkuat melalui dukungan 

kebijakan dan peran aktif masyarakat agar pilar-pilar tersebut dapat berperan dengan sangat 

baik. 

Upaya peningkatan angka capaian berbagai indeks pada pilar pembangunan ekonomi 

inklusif tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi koperasi, 

dukungan Pemerintah terhadap peningkatan peran koperasi tercermin pada program 

strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, di antaranya adalah:  

1) Peningkatan akses koperasi dalam menembus pasar domestik dan global; 

2) Peningkatan kualitas produksi dan inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas jasa dan 

produk koperasi; 

3) Penyediaan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi; 

4) Pengembangan kapasitas manajemen dan usaha koperasi, melalui konsultasi, 

bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan; 

5) Memberikan kemudahan serta kesempatan bagi pengembangan usaha koperasi; 

Program strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, terkait baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan peran dan fungsi koperasi pada 

pembangunan ekonomi inklusif. Program strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas SDM koperasi, agar daya saing koperasi meningkat; fasilitasi pembentukan 

jejaring kerjasama antar koperasi dan koperasi dengan pihak lain dalam upaya 

meningkatkan skala ekonomi koperasi agar koperasi dapat menyelenggarakan kegiatan 

usahanya secara efisien;  

Peningkatan akses koperasi dalam menembus pasar domestik dan global serta 

memberi kemudahan dan kesempatan untuk pengembangan usaha koperasi, menunjukkan 

bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan 

yang memungkinkan koperasi menembus pasar domestik dan global, dalam hal ini koperasi 

harus memiliki kesiapan untuk dapat berperan aktif di pasar domestik dan/atau global. 

Upaya ini terkait erat dengan program strategis lain yaitu peningkatan kualitas produksi 

dan inovasi, peningkatan kapasitas manajemen dan usaha koperasi serta fasilitasi 

permodalan koperasi, sehingga dapat diharapkan bahwa koperasi dapat menjalankan 

perannya dengan baik, berdaya saing dan berkelanjutan. Hal ini lebih memperkuat dugaan 

bahwa efektivitas peran aktif masyarakat pada berbagai program pembangunan 

memerlukan kesiapan masyarakat itu sendiri untuk dapat memainkan perannya, apakah 

sebagai tenaga kerja atau pun sebagai wirausaha. Di lain pihak program pembangunan itu 

sendiri harus inklusif, oleh karena itu kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk 

menjaga keseimbangan pembangunan, menciptakan pemerataan pendapatan, peningkatan 

IPM dan menurunkan indeks gini. 
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Penutup 

Koperasi memiliki fungsi dan peran strategis dalam pembangunan inklusif. Fungsi 

koperasi dalam pembangunan inklusif adalah sebagai katalis agar masyarakat mau dan 

mampu berperan aktif dalam program pembangunan. Peran koperasi dalam pembangunan 

inklusif, ditunjukkan oleh bagaimana koperasi melaksanakan pendidikan dan latihan bagi 

anggota (baik individu maupun pelaku UMKM) agar memiliki kapasitas yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan dan mereka menjadi anggota yang berdaya saing tinggi.  

Untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya, koperasi dalam hal ini Pengurus 

harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan akses pada berbagai informasi, agar 

koperasi mampu mengenali peluang dan menerapkan strategi yang efektif agar koperasi 

dan anggotanya mampu berperan aktif pada berbagai program pembangunan. 

Indikator pembangunan inklusif yang dapat digunakan dari aspek koperasi adalah 

peningkatan kesejahteraan anggota, dalam hal ini koperasi dituntut untuk memberikan 

manfaat ekonomi (langsung dan tidak langsung) bagi para anggotanya dan juga manfaat 

sosial; koperasi dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas anggota agar anggota 

memiliki kemampuan untuk mengakses pada berbagai program pembangunan. 
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